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ABSTRAK

Salah satu bentuk kejahatan perdagangan orang, banyak di praktikkan sebagai kejahatan
berdimensi lintas wilayah dalam negara maupun lintas negara untuk tujuan exploitasi seksual atau
pelacuran. Penelitian ini difokuskan pada dua rumusan masalah yaitu (1) apa bentuk perlindungan
hukum tindak pidana terhadap perdagangan orang dan (2) Bagaimana penerapan sanksi terhadap pelaku
tindak pidana perdagangan orang dalam Studi Keputusan Mahkamah Agung No. 119/PID.SUS/2018
tentang Pidana Khusus Perdagangan Orang. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang
bersifat kualitatif dengan pengumpulan bahan hukum dari studi pustaka dan peraturan perUndang-
Undangan. Dari penelitian ini diperoleh hasil bahwa bentuk perlindungan hukum tindak pidana
terhadap perdagangan orang telah ada dalam Ketentuan tentang tindak pidana perdagangan orang
diaturan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Perdagangan Orang. Pada butir ¢ bagian pertimbangan UU No.21 Tahun 2007 disebutkan, perdagangan
orang, khususnya perempuan dan anak, merupakan tindakan yang bertentangan dengan harkat dan
martabat manusia dan melanggar HAM, sehingga harus diberantas. Selanjutnya ditegaskan pada butir
e, perdagangan orang telah meluas dalam bentuk jaringan kejahatan yang terorganisasi dan tidak
terorganisasi, baik bersifat antarnegara maupun dalam negeri, sehingga menjadi ancaman terhadap
masyarakat, bangsa dan negara, serta terhadap norma-norma kehidupan yang dilandasi penghormatan
terhadap HAM.
Kata Kunci : Tindak Pidana, Perdagangan Orang

ABSTRACT

One form of the crime of trafficking in persons, is widely practiced as a crime with cross-regional
dimensions within countries and across countries for the purpose of sexual exploitation or prostitution.
This research is focused on two problem formulations, namely (1) what forms of legal protection for
criminal acts against trafficking in persons and (2) How to apply sanctions to perpetrators of criminal
acts of trafficking in persons in the Study of Supreme Court Decision No. 119/PID.SUS/2018
concerning Special Crimes for Trafficking in Persons. This research is normative legal research that
is qualitative in nature by collecting legal materials from literature and statutory regulations. From
this research it was found that the form of legal protection against trafficking in persons already exists
in the provisions concerning the crime of trafficking in persons regulated in Law Number 21 of 2007
concerning the Eradication of the Crime of Trafficking in Persons. In point ¢ of the consideration
section of Law No. 21 of 2007 it is stated that trafficking in persons, especially women and children, is
an act that is contrary to human dignity and violates human rights, so it must be eradicated.
Furthermore, it is emphasized in point e, trafficking in persons has expanded in the form of organized
and unorganized crime networks, both inter-state and domestic, so that it becomes a threat to society,
nation and state, as well as to the norms of life based on respect for human rights.
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